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“The past is a source of 
knowledge, and the future is a 
source of hope 

~Stephen Ambrose



Pengantar Blok 3:

•Refresh: 

Reformasi Sektor Kesehatan dan 
Transformasi Kesehatan di Indonesia
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Definisi yang dikenal luas:
Health Sector Reform

Health sector reform is defined as 
sustained, purposeful change to 
improve the efficiency, equity and 
effectiveness of the health sector. 
... 
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Catatan:

Tidak semua perubahan 
kebijakan  di kesehatan 
merupakan reformasi
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Metafora:
The five control 
knobs for health-
sector reform (Roberts et 

al, 2004, Harvard University)
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R besar:
semua tombol 
diatur bersama

r kecil
tidak semua 
tombol diatur 
bersama

8



Tujuan Reformasi Kesehatan dalam mengatasi 
masalah bangsa 

• Akses dan Cakupan

• Quality dan safety

• membangkitkan sumber-sumber
dana  baru dalam pelayanan
kesehatan.

• Kepastian hukum

• Status Kesehatan dan 
Pemerataan

• Responsiveness pelayanan

• Proteksi Katastropik

• Peningkatan efisiensi
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Rangkuman dari berbagai sumber



Langkah-langkah 
melakukan 
reformasi 
kesehatan di 
sebuah negara

Harvard University, 
2023
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Situasi awal sector kesehatan di 
tahun 2000an dengan berbagai 
UU yang terbit pasca reformasi 
politik

11



Di awal Reformasi (tahun 2000an)

Ada eforia untuk mengurangi:
a. otoritas pemerintah pusat 
dengan kebijakan desentralisasi 
kesehatan,  dan
b.  memecah otoritas Departemen 
Kesehatan

Ditandai dengan rangkaian UU 
dalam desentralisasi politik, 
dan UU Praktik Kedokteran 
2004
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+ Kebijakan untuk memperhatikan masyarakat 
miskin yang terkena imbas krisis moneter di tahun 
1990an akhir



Kebijakan Pembiayaan - Perlindungan jaminan sosial bidang kesehatan bagi 
masyarakat miskin

❑ Krisis Ekonomi 
1997/1998 
menyebabkan 
tingginya 
kemiskinan; memicu 
kesadaran 
pemerintah untuk 
perlindungan sosial

❑ Pemerintah 
mengembangkan 
bertahap sistem 
jaminan kesehatan 
sosial, khususnya 
untuk masyarakat 
miskin

1998-2004
JPS-BK

2003-2005
JPK Gakin

2005-2008
Askeskin

2005-2008
Jamkesda

- Uji coba jaminan 
kesehatan untuk 
keluarga miskin.

- Diperluas dan 
dikelola oleh PT 
Askes Indonesia.

- Subsidi obat, 
peralatan medis, 
dan layanan 
kesehatan gratis 
untuk 
masyarakat 
miskin.

- Program ini 
menelan 
anggaran Rp 750 
miliar per tahun 
hingga 2000.

2008-
Jamkesda

- Penggantian JPK-
Gakin dengan 
Asuransi 
Kesehatan Sosial 
Nasional untuk 
Masyarakat 
Miskin.

- Pembiayaan dari 
APBN, meliputi 
layanan 
kesehatan 
komprehensif.

- Program jaminan 
kesehatan 
daerah 
menggunakan 
APBD.

- Skema berbeda 
berdasarkan 
kebutuhan dan 
kemampuan 
finansial daerah.

- Transformasi 
dari Askeskin ke 
Jamkesmas 
untuk 
pengendalian 
biaya dan 
peningkatan 
kualitas layanan.

- Sasaran 76,4 juta 
jiwa, dengan 
anggaran awal 
Rp 5,1 triliun.

“ 76,4 juta masyarakat miskin terlindungi dan meningkatnya kesadaran pemerintah 

akses kesehatan melalui sistem jaminan sosial” 



Kebijakan SDM Kesehatan - Pengaturan Praktik Profesi 
Kedokteran Pasca Reformasi

Key Insight

Pergeseran Kewenangan 
Kedokteran : 
Pemerintah → OP (IDI)

Tonggak Perubahan: UU 
Praktik Kedokteran 2004

Dampak Reformasi pada 
Sistem Kesehatan 
Nasional

Perubahan Kunci : 
Post-Reformasi

• UU Praktik Kedokteran 
2004 mengatur praktik 
diinisiasi oleh organisasi 
profesi dalam mengatur 
praktik profesi. UU 
menggeser otoritas ke 
organisasi profesi

• Pembentukan Konsil 
Kedokteran Indonesia 
(KKI)

• Desentralisasi sistem 
kesehatan

Dampak Utama

• IDI memiliki wewenang 
pembentukan kolegium 
kedokteran. 

• Rekomendasi izin praktik 
dan pembukaan program 
studi kedokteran diatur 
oleh organisasi profesi

• Dominasi organisasi 
profesi dalam tubuh KKI

Tantangan

• Pengambilalihan pengaturan 
praktik oleh IDI; dan 
Pemerintah dianggap absen 
dalam menyusun PP dari UU 
Praktik Kedokteran sebagai 
aturan pelaksana

• Potensi konflik kepentingan 
di tubuh KKI dalam 
pengambilan keputusan

• Euforia Desentralisasi 
menyebabkan disparitas 
pemerataan tenaga 
kesehatan



Pasca Reformasi (1998-2009)

Kepemimpinan dan Tata Kelola 1. UU No. 22 Tahun 1999
2. UU No. 32 Tahun 2004
3. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN
5. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pelayanan Kesehatan 1. Program Making Pregnancy Safer (MPS)​ 
2. Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas) 
3. Pekan Imunisasi Nasional
4. Inisiasi Paradigma Sehat
5. Pencapaian Indonesia Sehat 2010
6. Kebijakan Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Pembiayaan 1. Skema pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin melalui program Askeskin yang berubah 
menjadi Jamkesmas

2. Pembiayaan JPS-BK, JPK-Gakin, dan Jamkesda sebagai respons terhadap krisis dan untuk 
meningkatkan cakupan kesehatan masyarakat luas​

Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Pengembangan tenaga kesehatan lokal dan program penempatan dokter serta perawat di daerah 

terpencil untuk mendukung pemerataan tenaga kesehatan melalui PTT

Produk Obat dan Alat Kesehatan 1. Kebijakan pengendalian harga obat generik di sektor publik untuk menjamin ketersediaan obat 

esensial bagi masyarakat

2. Program TOGA

3. Apotek Rakyat 

4. Distribusi Obat Esensial bersubsidi

Sistem Informasi Kesehatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan: Melibatkan pelaporan dan data untuk evaluasi kinerja di sektor 
kesehatan, mendukung peningkatan pelayanan berbasis data.

Capaian Program Era Reformasi Politik
(1999 - 2009)
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Pasca Reformasi (1998-2009)

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 
1. Pengembangan tenaga kesehatan lokal dan program 

penempatan dokter serta perawat di daerah terpencil untuk 

mendukung pemerataan tenaga kesehatan melalui PTT

Produk Obat dan Alat 
Kesehatan 

1. Kebijakan pengendalian harga obat generik di sektor publik 

untuk menjamin ketersediaan obat esensial bagi masyarakat

2. Program TOGA

3. Apotek Rakyat 

4. Distribusi Obat Esensial bersubsidi

Sistem Informasi Kesehatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan: Melibatkan pelaporan 
dan data untuk evaluasi kinerja di sektor kesehatan, mendukung 
peningkatan pelayanan berbasis data.



Tantangan Reformasi Kesehatan di Indonesia:

• 1. Adanya kebijakan pendanaan 
dengan BPJS sebagai pengelola 
pendanaan di luar Kemenkes.

• 2. Adanya kebijakan 
desentralisasi kesehatan

Menjadi 
Rumit
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